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WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

coa.

KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka kelembagaan Unit
Layanan Pengadaan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor
9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai

sehingga dipandang perlu untuk di rubah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Kota Blitar ;

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
531);



10.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



11.

12.

13.

14.

15.

18.

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah ;



Menetapkan

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit

Layanan Pengadaan ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 9

Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013

Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 3
ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis
fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan serta

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 5
(1) Struktur Organisasi ULP, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat; dan

c. Kelompok Kerja (Pokja).



(2)

Bagan = Struktur Organisasi ULP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

“Pasal 6

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP meliputi :

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan
ULP ;

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP ;

c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa
di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan;

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada
Walikota / Pimpinan Institusi;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber
Daya Manusia ULP;

f. menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota
Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-
masing Kelompok Kerja ULP; dan

g. mengusulkan  pemberhentian anggota  Kelompok
Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/
Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dijabat oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan

Pengadaan Asisten Administrasi Umum dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Blitar.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1

(satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :



“Pasal 8
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas membantu Kepala ULP dalam

melaksanakan kegiatan ULP.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan fasilitasi, koordinasi,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan penatausahaan dan kesekretariatan
Unit Layanan Pengadaan; dan

c. fasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dengan SKPD;

d. fasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan
prasarana  penunjang  pelaksanaan = Pengadaan
Barang/Jasa secara manual dan elektronik;

e. fasilitasi pengkoordinasian pengalokasian
sumberdaya manusia dan Kelompok
Kerja/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

f. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang
akan dilelang dari seluruh SKPD, dengan nilai :

1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya, diatas Rp. 200.000.000,- (seratus juta
rupiah); dan

2. pengadaan jasa konsultansi, di atas
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

g. pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada
seluruh Pokja ULP.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat
oleh Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan Asisten
Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretariat
Daerah.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan dalam Pasal 10 dihapus.

8. Ketentuan dalam Pasal 11 dihapus.



9. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 16
(1) Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit
Layanan Pengadaan, berpedoman pada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Bagan Mekanisme dan Prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran III Peraturan

Walikota ini.

10. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 17
(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ULP dilakukan
oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi
Umum dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
(2) ULP berkewajiban menyelenggarakan pelaporan setiap

Tribulan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

11. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
“Pasal 18

(1) Pembinaan teknis administrasi akan dilakukan oleh Kepala
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.

(2) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Sekretaris
Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dan
Pembangunan Sekretariat Daerah.

12. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Peraturan Walikota ini.

13. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II

Peraturan Walikota ini.

14. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran

IIT Peraturan Walikota ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 3 Januari 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

o

" _JUARI
(_Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006



